WAWASAN DEMOKRASI DALAM

PENDIDIKAN PESANTREN
(Studi kasus pada PPTQ al-Asy ‘ariyyah dan API Raudhatut Tholibin)

y

O
O
Z
m
.
>‘

Oleh:
NURUL MUBIN
NIM: 04913023

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2006



WAWASAN DEMOKRASI DALAM

PENDIDIKAN PESANTREN
(Studi kasus pada PPTQ al-Asy ’ariyyah dan API Raudhatut Tholibin)

7~ ISLAM O\

Ag

L

visaNnoawh

UNIVERSI

Oleh:
NURUL MUBIN

NIM: 04913023

Pembimbing
Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2006



MACGISTER STUDI ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

J1. Demangan Baru No. 24 Lantai IT Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

MY

viSaNoa

=

PENGESAHAN

Nomor: 68/PS-MSI/Peng./VII/2006

TESIS berjudul : WAWASAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN _PESANTREN
(Studi Kasus pada PPTQ a/- Asyariyyah dan AP1 Raudhatut Tholibin)

Ditulis oleh : Nurul Mubin
N.I M. : 4913023
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam.




o\ MAGISTER STUDI ISLAM

F<- ¥ PROGRAM PASCASARJANA

f] UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

i Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai Il Yogyakarta
=K Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TAg

ES univERS,

=

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS
Nama : Nurul Mubin
Tempat/tgl.lahir : Wonosobo, 15 April 1980
N. 1. M. : 4913023
Konsentrasi . Pendidikan Islam
Judul Tesis : WAWASAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN PESANTREN

(Studi Kasus pada PPTQ' al-Asy’ariyyah dan Asrama Perguruan
Islam (API) Raudhatut Tholibin)

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA
Pembimbing  : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA.
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS

Penguji : Dr. H. Ahmad Abd. Syakur, MA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2006
Pukul : 15.00 - 16.00 WIB
Hasil / Nilai : 86/ A

|

DFH. Amir Mu’allim, MIS




MACISTER STUDI ISLAM

PROCRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

J1. Demangan Baru No. 24 Lantai Il Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 251/PS-MSI/ND/V1/2006

TESIS berjudul : WAWASAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN
PESANTREN (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur’an (PPTQ) al-Qur’an Asy’ariyyah Kalibeber dan Pondok
Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Raudhatut
Tholibin Jawar, Mojotengah, Wonosobo)

Ditulisoleh  : Nurul Mubin _
NIM : 04913023
Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

F\%ogyakarta, 29 Juni 2006

Qg,\ WS SLAN 4 ket Program,
Sl
S

(% YOGYAKARTE )~ |
. 7/Dr. H. Amir Mu’allim, MIS.

D:\Data\Tesis\ND2005-6



TESIS berjudul

Ditulis oleh
NIM

Konsentrasi

MAGSTER STODI ISLAM

PROCRAM PASCASARIJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JI. Demangan Baru No. 24 Lantai Il Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faxs. 523637

PERSETUJUAN

: WAWASAN DEMOKRASI DALAM  PENDIDIKAN

PESANTREN (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur’an (PPTQ) al-Asy’ariyyah Kalibeber dan Asrama
Perguruan Islam (API) Raudhatut Tholibin Jawar,
Mojotengah, Wonosobo)

: Nurul Mubin
1 04913023

: Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakdfta,  Juni 2006

rof. Dr. H. UsmanAbu Bakar, MA
/



ey - .’ ?1 - A //& 27 - G"/w . /.’
Al Lo U o8 35 Mw&lw}g})w

MOTTO

~ 2

- 4 L g
» »

”~

de
AP SR S S Y AT .
dﬁ)_;b}#%b Lo acld cﬂ.ba—u./ab..p.n.:\!

2

B WA B Je 58 el 138 ,yl

Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabile kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. 3: 159)
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WAWASAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN PESANTREN
(Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Tahfidzul al-Qur’an (PPTQ) al-Asy’ariyyah
dan Asrama Perguruan Islam (API) Raudhatut Tholibin)

Abstraksi
Oleh : Nurul Mubin

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam telah ikut serta dalam
rangka mencerdaskan masyarakat dan memelihara tradisi ke-Islaman dan
menyebarkan ilmu-ilmu ke-Islaman. Keberadaannya besar pengaruhnya terhadap
pemahaman dan kultur masyarakat. Dalam konteks ini, Pesantren sebagai lembaga
pendidikan Islam yang di warisi khazanah keilmuwan Islam klasik, dihadapkan pada
problem kontemporer seperti halnya wacana dan praktek demokrasi modemn.
Demokrasi menawarkan sistem ketatanegaraan, sosial dan pemerintahan yang
menekankan pada nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kesetaraan. Sementara ajaran
Islam sendiri memiliki perangkat norma yang mengatur sistem ketatanegaraan, sosial
dan pemerintahan.

Disinilah kajtan ini menarik untuk di eksplorasi, bagaimana wawasan
demokrasi dalam pendidikan pesantren. Penelitian ini dilakukan di PPTQ al-
Asy’ariyyah Kalibeber dan API Raudhatut Tholibin, Jawar, Wonosobo dengan
mengunakan metode kualitatif yang berorientas: pade interpretasi, kejelasan, dan
makna, untuk mendapatkan data yang lengkap. Penelitian ini mengunakan
pendekatan sosiologis-antropologis, sebagai langkah memahami realitas kehidupan
pesantren guna menemukan suatu yang nyata dan jelas serta sesuatu yang tidak
nampak di permukaan menyangkut wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren.
Sementara pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan dalam analisa data mengunakan teknik diskriptif analisis dalam usaha
membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menujukkan bahwa, wawasan demokrasi dalam pendidikan
pesantren, dipahami sebagai “teo-demokrasi” atau kekuasaan mutlak ada pada
Tuhan. Namun, beberapa hal dipahami sebagai bagian demokrasi, yaitu (istikhlaf)
Pergantian pemimpin dan (ah! al-hall wa al-'agd) atau sistem formatur dan baiat.

Selain itu, transformasi kepemimpinan kiai di pesantren di ranah wawasan
demokrasi menunjukkan bahwa kiai di pesantren sebagai single power yang
memegang hak veto atas berbagai kebijakan pesantren, sekalipun ada proses
musyawarah.

Sementara pada aspek metode, kurikulum dan materi, belum ada karena
pesantren telah memegang konsep yang ada, antara lain karya Imam Al-mawardi a/-
Ahkamu as-Sulthaniyyah. Namun dalam kenyataannya justru banyak praktek-praktek
demokrasi yang di lakukan di pesantren, sebagaimana dalam pemilihan lurah pondok
dengan pemilihan langsung oleh santri.

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi
pesantren dimasa yang akan datang menyangkut demokrasi. Pesantren di harapkan
membuka diri terhadap wawasan demokrasi supaya ada kesinambungan pemahaman,
pembelajaran, pendidikan dan pengalaman demokrasi, sehingga akan terwujud
tatanan sosial baru yang lebih beradab.
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KNOWLEDGE OF DEMOCRACY IN ISLAMIC BOARDING
HOUSE EDUCATION
( Case Study in PPTQ al-Asy’ariyyah and API Raudhatut TholibIn)

Abstraction
by : Nurul Mubin

Islamic Boarding House as institution of islamic education had a big roles on
educate people, kept islamic tradition and spreding islamic sciences. Islamic
Boarding House had a big influenced on understanding of people culture. In this
context Islamic Boarding House as institution of Islamic education that in herit
classical science of Islam facing contemporary problems such as theory in practise of
modern democracy. Democracy offering political system, social and government that
emphasize at liberty, fraternity ang egality values. While, Islamic doctrin had units of
norm that rules political system, social and government.

It is interesting to be explored, how knowledge of democracy in Islamic
Boarding House education. This research take place in PPTQ al-Asy’ariyyah
Kahibeber and API Raudhdtut Tholibin, Jawar, Wonosobo. This research use
qualitative methode which is oriented to interpretation , resolved and meaning to get
perfect data. This research use socio-anthropologies approach, as step to understand
of reality in Islamic Boarding House life, to find something real, clear and invisible
thing on surface that related to knowledge of democracy in Islamic Boarding House
education. While in gat hering data use observation technique, interview and
documentation, and in analizing data the researcher use discriptive technique to get
conclussion.

The result of reserch shows that knowledge of democracy in Islamic
Boarding House education as “ teo-democracy” or obsolute authority just on God.
But, many thing as part of democracy, i.¢ istikhiaf, regeneration of leader and (ah! al-
hall wa al-aqd) or formation system and baiat.

Besides, leader tranformation of kiai in Islamic Boarding House on
knowledge of democracy shows that kiai in Islamic Boarding House single power
who had veto on some Iskamic Boarding House policy, although there is discussion
process.

While on aspect of methodology, curriculum, and items there is not vet,
because Islamic boarding House just had a concept that they had, such as work of
Imam Al-Mawardi “ al-dhkamu as-Sulthaniyyah”. But in reality there are many
practiseof democracy in Islamic Boarding House, such as election of chief
organization in Islamic Boarding House (lurah). They use direct election by Islamic
Students (santri).

This research is very important to give opinion for Islamic Boarding House in
the future related to the democracy. Islamic Boarding House will be expected to
enclose from knowledge of democracy in order to get continity understanding,
learning, education and experience of democracy, so it will be emerge new social
organization more civilised.
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BAB 1
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH :

Wawasan tentang demokrasi bukan saja menjadi tema pokok yang
banyak di bicarakan di negara berkembang, akan tetapi merupakan persoalan
penting bagi negara-negara maju. Tidak hanya pada aspek implementasi
demokrasi yang kini banyak menimbulkan masalah-masalah baru bagi
negera-negara maju dan terutama bagi negara-negara berkembang, akan
tetapi juga persoalan wacana demokrasi yang masih kontroversial.

Demokratisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka
mencari bentuk dan sistem suatu negara untuk mengatur dan membuat
sistem pemerintahan dan masyarakat di dalam wilayah terotorial tertentu.
Demokrasi sebagai nilai-nilai yang mengedepankan adanya jaminan atas
terciptanya tatanan masyarakat yang semakin beradab, diantaranya nilai-
nilai penghargaan atas perbedaan suku, agama, dan etnis, nilai-nilai yang
menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam negara, dan terjaminnya
hak-hak politik masyarakat dalam menentukan kebijakan yang di amanatkan
kepada para pemimpin negara. Idealitas demokrasi ini hampir-hampir di
dambakan semua orang. Hal ini juga di dukung oleh kesepakatan yang
umum tentang pengertian demokrasi, sebagaimana hasil niset Lembaga
Kajian Demokrasi dan Hak Asasi atau Demos pada tahun 2003-2005
dinyatakan, bahwa arti demokrasi, yang berasal dari kata Yunani demos

(rakyat) dam kratos (kekuasaan), adalah suatu keadaan dimana rakyat yang



berada dalam posisi setara secara politik mengendalikan apa yang mereka
anggap sebagai urusan publik dalam suatu masyarakat tertentu. Meski
demikian , seringkali muncul berbagai perdebatan yang merujuk pada
adanya pembedaan antara apa yang di sebut sebagai demokrasi “ prosedural”
(procedural democracy), bahkan sementara belakangan ini lebih di kenal
dengan nama demokrasi “substantif” (substantive democracy) ’

Sementara itu, beberapa aliran keagamaan menganggapnya sebagai
konsep yang bid’ah karena tidak sesui dengan ajaran islam. Pandangan ini
mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia pelaksanaan demokrasi sudah
di atur oleh kekuasaan mutlak Tuhan dengan petunjuknya dalam al-Qur’an
dan al-Hadits. Sehingga yang paling tetap dalam konteks Indonesia adalah
mengikuti apa yang pernah di lakukan semasa zaman Nabi Muhammad
SAW atau ketika kepemimpinan negara mengunakan sistem Khalifah,
Imamah dan Ummah.

Salah satunya pandangan tentang demokrasi diungkapkan oleh
kelompok Islam Fundamentalis, vang menggangap bahwa tidak ada konsep
demokrasi, karena semua hal sudah di tentukan oleh otoritas Tuhan.
Sebagaimana di uraikan oleh Ulil Abshar Abdalla bahwa, “ Kelompok Islam
fundamentalis sudah sejak lama memiliki kritik mendasar atas demokrasi
modern, atau terhadap demokrasi sendiri sebagai ide. Bagi mereka,
demokrasi pada dasarnya adalah cacat sebab didasarkan pada sebuah

“asumsi filosofis” yang keliru dan bertentangan dengan pandangan teologis

! Tim Penulis Demos, Menjadikan Demokrasi Bermakna, Demos. cet 1, 2005, hal 1



Islam. Demokrasi artinya adalah kekuasaan rakyat, sementara dalam Islam,
kekuasaan ada di tangan Allah SWT.

Kaum Islam fundamentalis, salah satunya melalui Sayyid Qutb,
mengajukan konsep dasar yang berbeda secara diametral dengan demokrasi,
yaitu hakimiyyah ilahiyyah, atau kedaulatan dan kekuasaan Allah. Kalangan
inipun terpecah menjadi dua, ada kelompok yang bisa secara setengah hati
menerima demokrasi sebagai prosedur, tetapi tetap menempatkannya dalam
kerangka kedaulatan Tuhan. Kelompok ini, antara lain di wakili oleh
pemikir Pakistan, Abdul A’la Al-Maududi, mengajukan konsep tentang
“teo-demokrasi”  atau demokrasi yang berlandaskan pada batas-batas
(hudud) yang telah di tetapkan oleh Tuhan. Kelompok kedua menganggap
bahwa Islam telah mencukupi segala-galanya, schingga tak membutuhkan
“pinjaman konseptual” dari sumber lain, seperti konsep demokrasi yang
dianggap sekuler itu.?

Argumen diatas di dasarkan pada pandangan bahwa, Islam dengan
perangkat syari’ah sudah lengkap untuk melakukan penataan situasi negara
dan bangsa, sehingga konsep demokrasi yang sedang di jalankan tidak
relevan bagi Indonesia. Kelompok Islam ini gencar melakukan kampanye
dan aksi-aksi dakwah untuk menegakkan syari’at [slam di Indonesia, seperti
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini berpandangan bahwa agama
bukan hanya sebagai agama, akan tetapi juga sebagai sistem ideologi.

Ketika Islam sebagai Ideologi maka”harakah al-mabda” (panasnya

2 Ulil Abshar Abdalla, dalam Forum Warga, Demokrasi Repsentatif vs Deliberatif,
LAKPESDAM, Jakarta, 2004, hal. 7



ideologi) itu akan mengerakkan turbin pemikiran dan mewujud dalam
bentuk perjuangan untuk melawan kezaliman.’

Jadi demokrasi masih menjadi persoalan, pada aspek tertentu,
konsep demokrasi prosedural sudah cukup untuk Indonesia, akan tetapi
pandangan berbeda mengatakan bahwa, dengan demokrasi ini justru
menghantarkan masyarakat Indonesia ke dalam situasi krisis yang
© berkepanjangan, sementafa itu pandangan lain mengatakan, bahwa perlu
adanya pendalaman atas demokrasi yang sudah ada, karena demokrasi
prosedural telah memiliki peluang untuk terjadinya pembajakan terhadap
hak-hak masyarakat oleh elit individu atau oleh kepentingan partai politik.
Kelompok ini mengajukan konsep deliberatif yang berasal dari kata latin
deliberatif, yang artinya” konsultasi” “menimbang-nimbang,” atau
“musyawarah”. Dengan meningkatkan intensitas partisipasi masyarakat
dalam proses pembuatan kebijakan agar masyarakat tidak dirugikan oleh
kebijakan tersebut. Walaupun belum populer di kalangan masyarakat, akan
tetapi konsep ini mulai dilakukan di beberapa daerah seperti di Kota
Wonosobo dengan Kongres Rakyat Wonosobo (KRW) pada tahun 2005,
Rembug Warga Cilacap (RWC) di kabupaten Cilacap, dan Musyawarah

Besar Rakyat (MUBES) di kabupaten Jepara.?

® Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat gencar melakukan perjuangan penegakan Syari’at
Islam di Indonesia dengan berbagai aktivitas dakwah. Perjuangan untuk di berlakukan kembali sistem
Khilafuh Islamiyah dilakukan sctelah Knildfah Islamiyyak ini di bubarkan pada tahun 1924 oleh
Kamali Attartuk, seorang agen Inggris keturunan yahudi, yang melakukan sekularisasi. Selengkapnya
baca Ai-Wa’fie Nomer 55, Edisi Maret 2005,

* Lihat, laporan akhir tahun Program Pemberdayaan masyarakat Sipil dalam Proses
Otonomi daerah, Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia (lakpesdam) NU
Jakarta tahun 2005.



Belum tuntasnya perdebatan tentang diskripsi dan landasan
epistemologi dari wawasan demokrasi ini juga mempengaruhi terhadap
wawasan demokrasi yang dibangun dan diajarkan dalam lembaga
pendidikan di Indonesia. Salah satunya lembaga pendidikan pesantren yang
nota bene sebagai institusi sosial yang memiliki konstribusi besar bagi
transformasi masyarakat Indonesia.

Beberapa data menunjukkan, pendidikan pesantren selalu terlibat
dalam berbagai aktivitas yang terkait langsung dengan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Sejarah mencatat keterlibatan aktor pesantren dan juga
lembaga pendidikan pesantren dalam pemberontakan melawan kolonial
Belanda. Pemberontakan kaum santri terhadap penjajah seperti di Cirebon
(1802-1806), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Padri di Sumatera
Barat (1821-1838) dan perang Aceh (1 873-1908).°

Fenomena diatas mengalami banyak pergeseran, dari perjuangan
membela bangsa dan negara, perjuangan membangkitkan semangat
perdagangan yang kemudian berdiri Serikat Dagang Islam (SDI) pada tahun
1905 yang di motori oleh H. Samanhudi. Satu tabun kemudian SDI berubah
menjadi Sarekat Islam (SI) 1906, disusul kemudian perjuangan KH Ahmad
Dahlan dalam menangani persoalan pendidikan dan sosial pada tahun 1912
dengan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta dan perjuangan KH
Hasyim Asy’ari (1926) dengan mendirikan Nahdhatul Ulama’ yang

merupakan embrio dari Taswirul Afkar atau kelompok diskusi yang di

% Ibid, hat 102.
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motori oleh KH Wahab Hazbﬁllah (1914), ialu berganti nama menjadi
Nahdhatul Wathan (1916) yang merupakan bentuk perjuangan yang di
lakukan sebagai respon terhadap situasi politik internasional ®

Sejalan dengan situasi politik yang berkembang di tanah air, ormas-
ormas keagamaan terlibat dalam berbagai aktivitas politik. Salah satu
buktinya adalah hasil rumusan para pendiri negara ini yang terlibat secara
langsung dalam perumusan Pancasila sebagai azas dasar negara.

Sejarah membuktikan, lembaga pesantren yang terlibat dalam
berbagai kegiatan politik praktis dan terseret dalam persoalan dukung
mendukung. Sejarah mencatat selama Orde Baru berkuasa, institusi
pendidikan pesantren terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
persoalan partai politik, beberapa pesanaen berafiliasi dan bergabung
dengan Golkar, sebagaimana Pondok Pesantren Tahfidzul al-Qur’an (PPTQ)
Al-Asy’ariyyah, Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah, yang sangat
mendukung dan mensukseskan keberadaann Gokar di kota dingin tersebut.
Sikap berbeda justru dilakukan oleh Pondok Pesantren Salaf Asrama
Perguruan Islam (API) Roudhatut Thalibin, Jawar, Wonosobo, Jawa
Tengah, yang menjaga jarak dengan Pemerintah ketika itu dengan
bergabung déngan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara ketika
pemilu 1999 secara serentak kedua pesantren terbesar di kota tersebut

mendukung keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

¢ Tentang sejarah berdirinya Nehdhatul Ulama (NU), Baca, Andre Feillard, NU vis-a’-vis
Negara, LKiS, Yogyakarta, 1999 hal 7-29.



Selain itu, belum sepenuhnya nilai-nilai  demokrasi itu
termanifestasikan dalam tindakan demokrasi secara benar. Beberapa hal
menunjukkan bahwa dalam demokrasi berlaku mekanisme voting, dan
kenyataannya kadangkala keputusan yang “negatif” dan merugikan
masyarakat diambil karena mekanisme demokrasi itu. Sementara dalam
pesantren sepertinya tidak di temukan mekanisme voting dalam
pengambilan keputusan, akan tetapi yang lebih populer adalah musyawarah
mufakat.

Dari kenyataan diatas, maka penting kiranya untuk melakukan
penelitian tentang bagaimana wawasan demokrasi dalam pendidikan
pesantren.

Wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren merupakan
persoalan yang belum rampung, karena pesantren sangat lekat dengan tradisi
Islam yang kuat, sehingga pendidikan dan pengajarannya sangat di dominasi
oleh wacana-wacana Islam klasik yang tentunya berbeda pemahamannya
mengenal demokrasi yang modern ini. Penelitian ini sangat memungkinkan
dilakukan untuk menggali khazanah pesantren tentang wawasan demokrasi,
karena di dalam nilai-nilai pendidikan pesantren juga terdapat khazanah
klasik yang ‘memungkinkan untuk menjadi referensi bagi terbentuknya
model demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran,
sekaligus dalam rangka menggali berbagai persoalan wawasan demokrasi,

karena wawasan ini kurang populer di kalangan pesantren.



Dalam konteks inilah penelitian tentang wawasan demokrasi yang
pada penelitian ini di fokuskan pada Pondok Pesantren Tahfidzul al-Qur’an
(PPTQ) al-Asy’ariyyah Kalibeber dan Asrama Perguruan Islam (API)
Pondok Pesantren Raudhatut Tholibin, Jawar Wonosobo menjadi sangat
penting.

Selain itu, penelitian ini juga sebagai alat evaluasi terhadap
pelaksanaan demokrasi dr tanah air juga sebagai dasar untuk merumuskan
langkah-langkah baru dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai
demokrasi dalam lingkungan pendidikan pesantren.

Dari penelitian im di harapkan dapat di peroleh data tentang
bagaimana pemahaman tentang prinsip dasar demokrasi dan bagaimana
pesantren memahami konsep demokrasi ini. Bahkan sejauh mana wawasan

demokrasi itu di transformasikan dalam pendidikan pesantren.

RUMUSAN MASALAH :
Dari uraian latar belakang masalah diatas , maka masalah dalam
penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut
1. Bagaimana pengertian dan pemahaman tentang demokrasi serta
bagaimaﬁa konsep musyawarah sebagai salah satu implementasi
demokrasi di Pondok Pesantren Tahfidzul al-Qur’an (PPTQ) al-

Asy’ariyyah dan Asrama Perguruan Islam (API) Roudhatut Tholibin?



2.

Bagaimana signifikansi kepemimpinan kiai dalam transformasi wawasan
demokrasidi Pondok Pesantren Tahfidzul al-Qur’an (PPTQ) al-
Asy’ariyyah dan Asrama Perguruan Islam (API} Roudhatut Tholibin?

Bagaimana kurikulum, metode dan materi pokok wawasan demokrasi di
Pondok Pesantren Tahfidzul al-Qur’an (PPTQ) ai-Asy’ariyyah dan

Asrama Perguruan Islam (API) Roudhatut Tholibin?

’

IIIl. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN:

1.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahw1  bagaimana pemahaman pengasuh pesantren,
pengurus dan santri terhadap makna demokrasi, makna musyawarah dan
bagaimana pemahaman pesantren terhadap demokrasi.
Untuk mengetahui bagaimana signifikanst kepemimpinan kiai dalam
melakukan transformasi wawasan demokrasi.
Untuk mengetahui bagaimana kurikulum, metode dan  materi-materi
pokok yang diajarkan dalam pendidikan pesantren terkait dengan
wawasan demokrasi. Sedangkan penelitian ini dilakukan di harapkan
setidaknya memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Secara akademik , penelitian ini merupakan sarana untuk menguji
dan membuktikan bagaimana pemahaman pendidikan pesantren
terhadap wawasan demokrasi dan musyawarah yang di kembangkan

dalam pendidikan pesantren. Ia juga di harapkan akan menjadi
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literatur tentang pendidikan, khususnya tentang wawasan demokrasi
dalam pendidikan pesantren.

b. Secara institusional penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi proses
perumusan agenda strategis dalam konteks membuka partisipasi

lembaga pendidikan pesantren dalam ranah demokrasi di Indonesia.

IV. TELAAH PUSTAKA :~

Penelitian-penelitian untuk mengukur bagaimana wawasan demokrasi
dalam pesantren, sepengetahuan penulis belum banyak dilakukan orang.
Beberapa tulisan tentang demokrasi dan pendidikan  yang bersifat
penjajagan antara lain sebagai berikut :

Kitab al-Ahkamus-sulthaniyyah wal-wildyatut-diniyyah yang di tulis
éleh Imam al-Mawardi, dalam buku ini Imam al-mawardi secara terinci
menjelaskan tentang hukum tata negara yang meliputi tata cara
pengangkatan kepala negara, pengangkatan menteri (Wazir), Pengangkatan
Gubernur Provinsi, Pengangkatan pemimpin jihad, Pemimpin Polisi dalam
negeri, jabatan hakim (Qadhi), dan ketentuan lain yang semuanya diuraikan
dalam sembilan belas bab yang merupakan kaidah dan teori-teori yang
diambil dariv kajian Figh dan beberapa contoh kepemimpinan semasa
Khulafaura'syidin. Namun demikian menurut hemat saya beberapa hal
kaidah dalam kajian kitab ini memang relevan, akan tetapi dalam
perkembangannya persolan demokrasi dan kebangsaan tidak lagi dapat di

jawab dengan beberapa kaidah-kaidah yang ada dalam kitab tersebut, karena
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adanya pengaruh wacana modern tentang demokrasi yang banyak di lakukan
di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan lainnya,
dengan konsep demokrasi “ modern” tersebut, negara-negara itu semakin
maju dalam lebih dapat menjamin hak-hak warga negara dalam beberapa
hal. Walaupun juga banyak kritik karena demokrasi “ modern” iri diiringi
dengan semakin menonjolnya kebebasan-kebebasan yang justru bertolak
belakang dengan nilai-nikai yang di bangun di negara timur dan negara-
negara di wilayah Asia Tenggara.

Namun demikian karya ini juga menuai banyak kntik antara lain, al-
Mawardi dinilai mengkhianati hak-hak rakyat, demokratisasi, dan
melegalkan represi kekuasaan.’

Selain itu buku Pendidikan Untuk Demokrasi, Tantangan Menuju
Civil Society, yang di tulis oleh DR. Zamroni MA. Tulisan ini merupakan
kumpulan tulisan yang di bukukan pada Bigraf Publising Yogyakarta pada
tahun 2001. dalam beberapa hal karya ini menguraikan berbagai tawaran
tentang pentingnya demokrasi dalam pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi
sifatnya sangat umum, dan juga bukan penelitian yang mencoba mengukur
pendapat pelaku pelaku pendidikan, praktisi pendidikan, namun lebih
banyak pada'harapan dan kerangka yang sifatnya sangat teoritis, sehingga
kualitas yang di uyi juga berkutat pada kerangka teoritis.

Berikutnya buku terbitan P3M Jakarta, yang merupakan buku

kumpulan dari hasil-hasil halagah dan pelatihan yang terhimpun dalam buku

7 Sumanto al-Qurtuby, Lubang Hitam Agama, Mengkritik Fundamentalisme
Agama, menggungat Islam Tunggal, Kerjasama Ilham Institute, Rumah Kata, Yogyakarta,
2005 hal. 150.
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berjudul Demokratisasi dan Demiliterisasi, Wacana dan Pergulatan di
Pesantren cetakan pertama maret 2001, dan buku Pergulatan Pesantren
dan Demokrasi, tahun 2001. Kedua buku ini lebih banyak mengupas
tentang berbagai tulisan dan pendapat beberapa pemilik pesantren dan juga
tokoh-tokoh utama yang ada dalam pesantren tentang pandangannya
mengenai Demokrasi dan pesantren, akan tetapi tidak secara utuh di uraikan,
karena tidak ada pendapat yang mewakili warga belajar di lingkungan
lembaga pendidikan pesantren mengenai wawasan demokrasi ini. Tentunya
argumen para kyai dan aktivis pendidikan pesantren berbeda dengan
argumen para santri tentang wawasan demokrasi.

Pembahasan yang cukup relevan juga ditulis oleh Prof Dr. Ustman
Abu Bakar pada pidato pengukuhan guru besar madya,- pada STAIN
Surakarta, yang berjudul “Pendidikan Politik Isiam, Sebuah Prospek Menuju
Masyarakat Madani” dalam karya ini secara ekplisit di ungkapkan
pentingnya pendidikan politik Islam yang mengandaikan peran umat Islam
datam konteks politik dengan konsep “haig politics” atau dengan politik
tingkat tinggi , bukan politik kelas rendahan. Gaya politik tingkat tinggi
mengedepankan politik dengan ukhuwah, membangun saling pengertian dan
kerjasama keduniaan yang seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-
tugas kekhalifahan.

Lebih dan itu Prof Dr. Ustman Abu Bakar juga menekankan

pentingnya peranan yang seharusnya dimainkan oleh pendidikan Islam,
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menekankan perlunya pendekatan pendidikan politik Islam bagi usaha
membentuk masyarakat Madani.

Keempat buku diatas tidak spesifik, sehingga ruang lingkup
pembahasannya sangat eksploratif terhadap berbagai wacana yang sifatnya
lebih pada harapan dan mengungkapkan berbagai kemungkinan masa
depan, yang lebih berpijak dari anggapan sementara yang sifatnya sama-
sama teoritik. Untuk itu penelitian ini sangat penting karena sifatnya yang
sangat spesifik dan penelitian lapangan sehingga ruang lingkup pembahasan

lebih fokus.

KERANGKA TEORI :

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak saja berkutat dengan
kajian —kajian keagamaan. Akan tetapi juga di suguhkan dengan kajian-
kajian lain seperti halnya kemasyarakatan dan wacana kebangsaan. Salah
satunya adalah wawasan demokrasi yang banyak diperdebatkan ini. Karena
pesantren selama ini mengkaji begitu mendalam tentang figh yang mengatur
berbagai tatanan kehidupan. Dalam hal ini kajian pesantren tentang
demokrasi, dan ketatanegaraan serta pemerintahan juga dikaji lewat tafsir
hadits dan jﬁga figh. Sehingga ketika memandang realitas kontemporer
justru dengan alat bantu ilmu dan kajian yang pernah ada dan berlaku pada
zaman vyang kini kajian tersebut tidak mampu menjawab problem

kebangsaan dan demokrasi.
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Sistem sosial yang diyakini oleh pesantren telah ditata secara rigit
dan telah final ini membuat pesantren tertutup dari dunia luar. Padahal
realitas berbicara lain, bahwa ada sistem yang justru mengendalikan
sisitem sosial dan masyarakat. Secara historis sistem dan tatanan sosial itu
tidak terbentuk oleh kerangka norma agama, melainkan adanya sebab
“alamiah” ( sosial, sebagaimana di sebutkan oleh ilmuwan modern) yang
terkait denga tatanan sosial.

Masyarakat manusia yang didasarkan pada keluarga besar atau
klan, cenderung menciptakan unit-unit sosial berdasarkan solidaritas
‘ashabiyah (solidaritas klan). ‘ash@biyyah merupakan pengikat yang
mengikat kelompkk-kelompok sosial agar tetap bersama-sama dan
merupakan basis otoritas politik.” Sebaliknya otoritas politik diperlukan
untuk membuat urusan manusia menjadi tertata dan harus dipikul oleh
individu atau kelompok yang paling berkuasa dalam masyarakat. Dan
otoritas politik formal adalah negara. Negara menjadi penentu utama nasib
keknasaan politik. Teori para teolog dan filosof menganggap agama
sebagai basis tatanan sosial dan kenegaraan, Hal ini di tentang oleh Ibnu
Khaldun. Menurutnya sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan orang
nampaknya tidak mengakui pesan —pesan inspirasi “iahiyyah” tetapi tetap

memepertahankan negara-negara yang makmur.

® Perhatikan kitab “Mugaddimah” karya Ibnu khaldun sebagaimana di kutip dalam
Dr. Abdel Wahab El-Affendi, terjemahan dari karya Who Need an Islamic State (1991)
dalam Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam. LKiS Yogyakarta: cet ke-2
tahun 1994
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Negara secara alamiah tumbuh dari tatanan sosial, karena tanpa
otoritas sentral dan otoritas tak tersaingi , masyarakat akan hancur oleh
peperangan yang tiada hentinya. Bentuk negara yang paling primitif dan
paling dasar adalah kekuasaan alamiah (mulk tabi’in) yang berdasarkan
kekuatan brutal. Pada tingkat lebih tinggi adalah kekuasaan politik atau
kekuasaan rasional (mulk siyasi) yang berdasarkan pencarian rasional untuk
memenuhi kebutuhan publik.

Selain itu, kajian tentang demokrasi juga di pahami sebagai sistem
sosial yang mengedepankan kedaulata rakyat sebagai pilar penting dalam
pengambilan kebijakan. Tentunya berbeda dengan konsep Abdul A’la al-
Maududi tentang “feo-demokrasi” atau bahkan pendapat ilmuwan lain
bahwa agama tidak mengatur secara rigit tentang demokrasi, akan tetapi
nilai-nilainya saja. Adapaun mekanisme dan tehnisnya menyerahkan
sepenuhnya kepada kecerdasan akal manusia. Namun demikian inti dan
perdebatan ini adalah bermuara pada konteks “ membangun kemaslahatan”
untuk masayarakat secara luas.

Dalam kontek inilah sesungguhnya, prinsip dasar Islam mengatur
kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
mewujudkan.kesejahteraan secara umum. (al-maslahah al- ‘aGmmah)

Kemaslahatan ini diperlukan untuk tujuan utamamnya menjamin
hak-hak dasar kemanusiaan yang terdiri dari 1) hak dan kebebasan
beragaman (hifz ad-din), 2) Keselamatan fisik atau jiwa (hifz an-nafs), 3)

keselatan keluarga atau keturunan (hifz an-nasl), 4) Keselatan harta Benda
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atau hak milik (hifz al-mal), dan 5) keselamatan akal atau kebebasan berfikir
(hifz al-‘agl)’

Namun “kemaslahatan” yang ingin diciptakan dalain kerangka ini
adalah kemaslahatan yang yang atur oleh sistem dan lembaga formal yang di
sebut sebagai negara dan agama termasuk didalamnya adalah sistem
demokrasi, yang didalamnya mengandung nilai-nilai kebebasan, kesetaraan
dan keadilan. g

Dalam konteks kemaslahatan ini, Demokrasi ditempatkan sebagai
sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang
ditentukan dan di kontrol oleh kedaulatan rakyat. Abraham Lincoln pada
tahun 1863, mengatakan bahwa demokrasi adalah : “government of the
people, by people, for the people ( pemerintahan dan rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.) Sementara Alfian sebagaimana di kutip olch Musthafa Kamal
Pasha, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (Civil FEducation),
mengatakan bahwa, pada hakekatnya konsep demokrasi mengandung
pengertian utama, yaitu bahwa kedaulatan politik itu berada di tangan
rakyat. Yang menjadi perbedaan ialah dalam cara bagimana kedaulatan
rakyat itu diatur dan dilaksanakan. Bila mana pengertian utama kedaulatan

rakyat itu, tidak terkandung dalam suatu sistem politik, walaupun sistem

® Asy-Syatibi, al-muwafa-qat Fi Usul al-Ahkam. Sebagaimana dikutip oleh
Umaruddin Masdar, dalam “Membaca pikiran Gus-Dur dan Amin Rais Tentang
Demokrasi” Pustaka Pelajar, Yogyakarta: cet ke-2 1999. hal. 13
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politik masih memakai nama demokrasi, namun pada hakekatnya sistem
politik itu tidaklah demokratis. "°

Dalam sejarah asalnya, demokrasi adalah gagasan modern yang
menjadi bagian dari proses penyatuan arus modern dengan wacana yang
melingkupinya. Munculnya gagasan demokrasi ini bersamaan dengan
terjadinya proses sekulerisasi.'' Dimana kekuasaan agama di paksakan
dengan kekuasaan negara{state). Sekularisasi ini terjadi pada agama-agama
seperti Istam dan Kristen. Dalam agama Kristen, munculnya pemisahan
kekuasaan Gereja yang di pegang oleh Paus.

Dalam Islam, wacana pemisahan agama dan negara juga menjadi
perdebatan yang hingga kini belum tuntas. Salah satu hal yang bisa di
jadikan sebagai bukti bahwa peninggalan sekularisasi ini berpengaruh
terhadap ide dasar demokrasi mengenai kedaulatan. Gagasan tentang
kedaulatan ini telah membawa implikasi pada terbentuknya sentralisasi
administrasi dan batasan teritorial negara yang relatif jelas. Komunitas
polittk di pandang lebih otonom, tidak lagi tunduk pada otoritas
keagamaan'?. Sehingga kedaulatan sebagaimana pandangan Thomas Hobes
(1588-1679), kedaulatan sebagai perwujudan dari kontrak sosial.”* Sehingga
dapat di katakan, bahwa, demokrasi dalam sejarahnya di ilhami dari gagasan

tentang substansi makna tentang kedaulatan, yang memberikan kebebasan

19 Musthafa Kamal Pasha, Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education ), Citra Karsa
Mandiri, Yogyakarta, cet kedua, 2002. hal. 82

W Aidul Fitriciada Azhari, Menemukan Demokrasi, Muhammadiyah University Press,
cet pertama, Surakarta, 2005. hal. 9

1Zibid. hal. 11

" ibid. hal 17
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dan otonomisasi terhadap individu dan lembaga negara untuk mengatur
tatanan sosial dan teritorial, tanpa di intervensi oleh sistem keagamaan.

Demokrasi sebagaimana makna modemn tersebut, dapat berlaku
dalam lingkungan dan situasi sosial umum. Lembaga pesantren sebagai
lembaga pendidikan memiliki “kearifan * yang terus di pertahankan sampai
saat ini, diantaranya, mekanisme dan model pengambilan kebijakan yang
mengedepankan “musyawarah” serta mekanisme “veto” atau keputusan
akhir berada pada otoritas kiai sebagai pengasuh pesantien dan juga sebagai
pemimpin lembaga.

Kiai sebagai sigle power dalam pengambilan kebijakan pesantren
yang berakibat pada sistem yang sentralistik dalam pesantren. Sehingga
peran-peran kiai realtuif lebih banyak dalam pengambilan kebijakan
pesantren, bahkan dalam lingkungan sosial tertentu. Kiai sangat besar
pengaruhnya. Posisi kiai menempati posisi yang cukup elit. Dalam kajian
ilmu politikelit merupakan kebutuhan kebutuhan obyektif setiap
masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh
sekelompok orang yang memiliki kualitas dan kehadiran kekuasaan sosial
pelitiknya sangat diperlukan.konsepsi tentang elit ini melahirkan situasi
sosial baru yang mencerminkan adanya dinamika masyarakat, karena dalam
struktur masayarakat akan ada orang yang memerintah dan kelompok yang

diperintah."

14 Khoiro Ummatin, Perilaku Politik Kiai, Pustaka Pelajar, 2002, hal. 23
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Disinilah ada sistem interaksi secara simbolik. Kiai di simbiolkan
sebagai pithak yang memiliki segala kelabihan dan keiastimewaan
semnatara masyarakat umum dan santri terutama sebagai pihak yang tidak
memiliki apa yang ada pada kiai. Cara kerja ini di sebut sebagai teori
Interaksionisme simbolik. Menurut teori ini. orang senantiasa dalam
sebuah proses interpretasi dan definisi, karena mereka harus berbergerak
terus menerus dari satu situasi keituasi yang lain. Sebuah situasi atau
fenomena akan bermkana apabla di tafsirkan atau di definisikan. Dasar
pemikiran lain dari teori 1ni dalah bahwa manusia adalah mahluq pencipta,
penguna dan pencipta simbol'’

Perilaku kiai dalam kontek kepemimpinan pesantren maupun
dalam masyarakat, di ciptakan oleh definisi lingkungan dan bagaimana
lingkungan mendefinisikan kiai. Sehingga wawasan demokrasi dalam
pendidikan pesantren juga sangat di pengaruhi oleh definisi lingkungan
pesantren baik santri, kiai dan juga pengurus.

Pesantren sebagai lembaga yang mewarisi tradisi keislaman klasik
dalam memandang demokrasi juga sangat banyak di pengaruhi oleh kajian
demokrasi dan kebangsaan yang paling populer dalam pesantren yaitu
kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah, karya Imam Al-mawardi yang banyak
mengupas berbagai hal tentang sistem pemerintahan Islam.

Selain itu, kajian tentang demokrasi juga di pahami sebagai sistem

sosial yang mengedepankan kedaulata rakyat sebagai pilar penting dalam

15 Prof Dr. Imam Suprayogo, Penelitian Sosial Agama, Rosda, Bandung: 1999; Hal 105



20

pengambilan kebijakan. Tentunya berbeda dengan konsep Abdul A’la
Almaududi tentang “teo-demokrasi” atau bahkan pendapat ilmuwan lain
bahwa agama tidak mengatur secara rigit tentang demokrasi, akan tetapi
nilai-nilainya saja. Adapaun mekanisme dan tehnisnya menyerahkan
sepenuhnya kepada kecerdasan akal manusia. Namun demikian inti dari

(41

perdebatan ini adalah bermuara pada konteks membangun
kemaslahatan” untuk masayarakat secara luas.

Dalam lingkungan pendidikan pesantren, wawasan demokrasi
merupakan wawasan yang kurang mendapat perhatian serius baik oleh
kalangan kyai dan ustadz juga di kalangan santri. Walaupun pesantren
vang notabene sangat kaya akan khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman yang di
dalamnya banyak mengupas tentang demokrasi dalam pengertian yang
berbeda tentunya dengan pengertian modern, namun dalam khazanah
Islam ini, kajian dan wawasan tentang demokrasi sangat banyak
jumlahnya, Walaupun vyang dimaksud demokrasi adalah sistem
pemerintahan dan kenegaraan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai
Islam.

Islam memiliki sejarah pembentukan sistem politik dan kenegaraan
yang cukup sistematis dan rapi di masanya. Ketika awal kepemimpinan
Islam di turunkan dalam bentuk kepemimpinan Khafifah merupakan
fenomena yang cukup unik dalam sistem ketatanegaraan dan sistem sosial.
Namun hal yang paling populer dikalangan péndidikan pesantren yang

berkaitan dengan persoalan demokrasi, masih berkutat pada ranah sebagai
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demokrasi yang berdasarkan atas hasil musyawarah. Prinsip ini di
tunjukan dalam beberapa ayat suci al-Qur’an antara lain, QS. Ali Imran (3:
159), QS Asyura (41:38) yang secara nyata ayat ini memerintahkan untuk
melakukan proses musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
Selain musyawarah, konsep lain yang sangat populer dalam Islam
adalah pemberlakukan syari’at Islam, baik secara substansial atau hanya
sebatas pada simbol Istam. Islam di pandang telah cukup lengkap dan
memiliki aturan yang baku dalam sistem sosial dan ketata negaraan,
Demokrasi diartikan sebagai pengakuan atas kedaulatan manusia juga

tidak meninggalkan sama sekali kedaulatan Tuhan.

VL. METODE PENELITIAN :
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan :

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
suatu penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap
suatu obyek yang diinginkan dengan mempelajarinya berbagai data
penguat atau pendukung suatu kasus.'®

Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
Pendekatan kualitatif berorientasi pada interpretasi, kejelasan, dan arti
yang diberikan kepada manusia dari suatu kejadian, subyek, obyek,

. . - 7
orang lain, dan situasi lingkungan.'

' Hadari Nanawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Gajah Mada University Press, 1995),
him. 72.
'" Drs. Sarbiran. M.Ed. Ph.D, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, 2001. hal. 12
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Pada sisi lain, penelitian kualitatif menekankan pada aspek
menyeluruh dan holistik, sehingga dengan pendekatan ini akan
ditemukan data, informasi dan berbagai kekayaan yang ada di lapangan,
sehingga penelitian ini akan mendapatkan data secara komprehensif.

Selain itu, penelition ini juga mengunakan pendekatan-
pendekatan, karena cakupan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan
untuk menelaah secara keselurvhan, diperlukan pendekatan dalam kajian
tersebut. Karena ilmu pengetahuan tidak akan memberikan patokan
moral suatu tindakan'’. Disinilah perlu adanya pendekatan-pendekatan.
Pendekatan lain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Normatif- Religius. Normatif merupakan aturan atau ketentuan yang
mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakat sebagai panduan,
tatanan dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Penelitian
dengan pendekatan ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji segala
sesuatu yang menjadi pokok kajian menuju suatu pemekaran makna
untuk mencapai suatu kesimpulan melalui nuansa tradisi.'®

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sosiologis-antropologis. Pendekatan ini untuk memahami
realitas sosial kehidupan pesantren untuk menemukan suatu yang nyata
dan jelas serta sesuatu yang tidak nampak di permukaan guna

menemukan tentang wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren.

7 prof Dr. Mastuhu, M.Ed, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta, INIS,
1994 hal 44
"® Dr. H Muhtarom. MH. Reproduksi Ulama di Lra Globalisasi, Resistensi

Tradisional Islam, Pustaka Pelajar, cet 1 Yogyakarta, 2005, hal. 29
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2. Lokasi Penelitian :
Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Tahfidzul
Qur’an (PPTQ) al-Asya’ariyah Kalibeber dan Pondok Pesantren Asrama
Perguruan Islam (API) Roudhatut Tholibin Jawar Mojotengah, kedua di

Wonosobo, Jawa Tengah.

3. Populasi:

Populasi penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren,
pengurus yayasan, dan beberapa orang ustadz/dzah, pengurus dan
beberapa orang santri senior, serta alumni baik yang ada di Pondok
Pesantren al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo, maupun santri Pondok
Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Roudhatut Tholibin Jawar,
Mojotengah.

Populasi ini dipilth sebagai pihak yang merepsentasikan kedua
pesantren tersebut. Adapun populasi yang dipilih dalam penelitian ini
adalah responden dan tokoh-tokoh sebagai berikut : KH Faqih Muntaha
al-Hafidz, Pengasuh PPTQ al-Asy’ariyyah, KH. Habibullah Idris, ketua
MUI Kabupaten Wonosobo sckaligus mantan ajudan pribadi KH
Muntaha Al-Hafidz (alm), KH. Drs. Mukhotob Hamzah MM, Ketua
yayasan al-Asy’driyyah sekaligus Wakil Rektor Universitas Sains Al-

Qur’an Jawa Tengah, Ustadz Usman Hakim, Lurah Pondok Pesantren al-
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Asy’driyyah Kalibeber, Iffah Masturoh, dan Ali Nazilatul Furgon,
keduanya santri PPTQ al-Asy’ariyyah.

Selain itu beberapa tokoh dan responden dari Asrama Perguruan
Islam (API) Raudhatut Tholibin, Jawar Wonosobo antara lain ; KH.
Raden Mu’tikun Asnawi, Rois Syuriyah PCNU Wonosobo dan Kiai Nur
Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (APD)
Raudhatut Tholibin sekaligus putra bungsu dari al-maghfurallah KH
Ibrahim (Pendiri API Raudhatut Tholibin ), Ustadz S. Zakaria, Alumni
APT Roudhatut Tholibin, Habib Mansur santri sekaligus lurah API

Raudhatut Tholibin.

. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tehnik
yaitu :
a. Observasi.
Observasi dimaksudkan untuk mengamati dan melihat dalam
rangka memahami dan mencari jawaban, sekaligus mencari bukti

'® Observasi Jjuga dilakukan pada aktivitas

terhadap fenomena sosiai
dan kéjadian -kajadian yang ada dalam lapangan penlitian, sehingga
observasi yang dilakukan tidak terstruktur. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan data dan gambaran dari realitas yang lebih utuh.

b. Wawancara.

' Prof. Dr. Imam Suprayogo, Drs. Tobroni M.SiMetodologi Penelitian Sosial
Agama, Rosda Karya Bandung, hal. 167
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Tehnik vang kedua adalah dengan melakukan wawancara
baik formal maupun informal. Teknik im dilakukan untuk
mendapatkan kelengkapan data dari apa yang didapat di lapangan
baik menurut observasi, pengamatan atau melalui wawancara untuk
mengetahui wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren, study
kasus pada PPTQ al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo dan Asrama
Perguruan Islam (API) Roudhitut Tholibin Jawar, Wonosobo.

Tehnik wawancara bersifat langsung dengan mengunakan
interview guide sebagal langkah untuk mensistematisasikan alur
wawancara dan pembatasan wawancara.

Karena keterbatasan daya ingat manusia, maka dalam

wawancara mengunakan alat tulis dan alat bantu tape recorder "

5. Instrumen Penelitian
Sebagaimana dijelaskan di atas, pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan panduan wawancara sebagai alat penelitian,
maka instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah quesioner
atau pertanyaan-pertanyaan uraian tentang wawasan demokrasi dalam
pendidikén pesantren. Kisi-kisi instrument ini kemudian dijabarkan

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

' Harsja Behtiar, Penigamatan Sebagai suatu Metode Penelitian, dalam
Koentjaraningrat (ed.), Metode, Metode., hal 154
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INDIKATOR

DESKRIPTOR

BUTIR

Wawasan terhadap
pengertian
demokrasi modern
dan demokrasi

dalam Islam

Wawasan tentang pengertian dan makna
demokrasi modern dan  demnokrasi

menurut [slam

Wawasan terhadap
pelaksanaan sistem
demokrasi di

Indonesia

Wawasan terhadap pelaksanaan
demokrasi prosedural yang menjamin
keterwakilan rakyat dalam lembaga

legislatif

Wawasan terhadap prospek demokrasi
Deliberatif, yang menekankan pentingnya
keterlibatan langsung masyarakat dalam
proses pengambilan kebijakan, agar tidak
terjadi  sabotase  terhadap  aspirasi
masyarakat oleh elit politik pembuat
kebijakan

Wawasan terhadap pelaksanaan
demokrasi menurut Islam, yang akan
menjamin kesejahteraan dan kemakmuran
terhadap masyarakat dengan berlakukan

syari’at Islam di Indonesia

Pandangan terhadap mekanisme Voting

sebagai salah satu mekanisme demokrasi

Wawasan terhadap musyawarah sebagai
salah satu mekanisme pengambilan

keputusan di pesantren
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rangka transformasi | penfilihan,  pengangkatan

Pemilihan

Wawasan ternadap makna musyawarah 7
sebagai  salah implementasi
demokrasi dalam Pondok Pesantren
Wawasan terhadap pemahaman warga 8
pondok pesantren terhadap demokrasi
Wawasan terhadap | Wawasan terhadap pola kepemimnpinan 9
signifikansikepemi | Kyai dilingkungan pendidikan pesantren
mpinan Kyai dalam | Wawasan terhadap mekanisme 10

demokrasi dalam pondok  pesantren
pendidikan Pengurus Blok.
Wawasan terhadap

pelaksanaan
kurikulum, metode dan materi tentang

demokrasi dalam pendidikan pesantren

11

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi interpretasi, yaitu

penelitian dilakukan dengan melakukan deskripsi dan interpretasi pada

data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Dan melakukan

analisa terhadap data yang diperoleh dengan mengunakan deskripsi

interpretatif yang disajikan dalam bentuk narasi.

VII. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan pada penelitian ini menggunakan kerangka

berpikir deduktif (piramida terbalik) yang tersusun dalam lima bab. Uraian

umum tentang isi dari masing-masing bab ialah sebagai berikut :
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Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisi tentang alasan penelitian ini
dilakukan, permasalahan penelitian yang hendak dijawab, pentingnya
penelitian ini dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu dan logika berpikir
yang diuraikan dalam bentuk sistematika pembahasan.

Bab Il. Landasan Teori. Bab ini menguraikan tentang wawasan
demokrasi yang meliputi pengertian dan proses sejarah perjalanan
demokratisasai di Indonesla, serta tarik menarik pemahaman demokrasi baik
dari kalangan Islam maupun kelompok sekuler. Pembahasan dilanjutkan
dengan menguraikan demokrasi dan kebangsaan yang diawali dengan
pengertian wawasan demokrasi, model-model demokrasi menurut perspektif
Barat dan Islam, dan bagaimana realitas demokrasi dalam pondok
pesantren.serta fungsi, peran wawasan demokrasi, tantangan masa depan
wawasan demokrasi dalam pendidikan pesantren di tengah arus globalisasi.

Selain itu, pada bab 1ni juga akan di uraikan bagaimana musyawarah
menjadi bagian dari demokrasi dalam pendidikan Pondok Pesantren.

Bab [ll. Gambaran Umum Daerah Penelitian. Bab ini menguraikan
tentang letak geografis daerah penelitian, sejarah perkembangan PPTQ al-
Asy’ariyyah dan API Roudhatut Tholibin, serta bagaimana kondisi umum
kedua pesanfren tersebut.

Bab IV. Kepemimpinan Kiai dalam Transformasi Wawasan
Demokrasi di Pesantren. Bab ini akan diuraikan bagaimana pola
kepemimpinan Kyai dalam Pendidikan pesantren, kepemimpinan kiai dalam

masyarakat dan kepemimpinan kiai dalam agama.
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Bab V. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan
mendeskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian ini serta melakukan
analisis yang mendalam guna mendapatkan kesimpulan.

Bab VI. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari
hasil analisis terhadap data penelitian yang ditemukan. Pada bagian akhir
akan disertakan daftar pustaka dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran
yang relevan dengan perfelitian ini, sebagai bentuk pertanggung jawaban

ilmiah.



BAB 11
TINJAUAN UMUM WAWASAN DEMOKRASI
Pengertian dan Konsep Demokrasi

Dalam pengertian yang lazim di pakai,, kalimat demokrasi berasal
dari arti harfiahnya, (demokrasi: democracy) yang berasal dari bahasa
Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan Krataia berarti pemerintahan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Antonio Giddens dalain Beyond Left and
Right: The Future of Radical politics sebagaimana di kutip oleh Abdul
Ghofur M.Ag. (2002) bahwa demokrasi pada dasamya mengandung makna
suatu sistem politik dimana rakvat memegang kekuasaan tertinggi, bukan
raja atau kaum bangsawan.20 Oleh karena itu, dalam wacana politik modern,
demokrasi di definisikan sepert: yang dirumuskan oleh negarawan Amerika,
Abraham Lincoln pada tahun 1863, yang mengatakan: “government of the
people, by people, for the people ( pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.

Secara epistemologi, demokrasi di pandang sebagai pemerintahan
oleh rakyat. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan selalu
menjunjung tinggi aspirasi dari rakyat. Namun demikian dalam penafsiran
yang beragam atas substansi demokrasi ini, selalu mengalami evolusi yang
cukup beragam yang di warnai dengan berbagai argumen yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan demokrasi yang di pandang sebagai nilai (value). Para

teoritisi demokrasi tahu betul bahwa hakekat demokrasi sesungguhnya

% Abdut Ghofur M.Ag, Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam di Indonesia, Pustaka
Pelajar dan Walisonggo Press, Yogyakarta, 2002, hal 15

28
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bukan terletak pada sistemnya, melainkan nilai (valex), atau norma (norm)
politik yang terdapat dalam masyarakat.’' Karena demokrasi di pandang
sebagai nilai, maka penerjemahan dalam kerangka praktis dalam bingkai
sistem dan mekanisme prosedural. Seperti halnya di Indonesia, substansinya
tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi, akan tetapi di sertai dengan
kearifan lokal yang dimilikinya (Local Wizdom ). Sebut saja bagaimana
Indonesia mengagas demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi
liberal dan sebagainya.

Selain itu, peristiwa politik juga berpengaruh terhadap norma politik.
Dalam setiap peristiwa politik terkandung informasi dan pengetahuan politik
bagi masyarakat. Pengaruh ini berakibat pada pemahaman dan diskursus
tentang wacana demokrasi dan sistem politik kita. Sehingga demokrasi
sebagai nilai dan norma di pandang sebagai sistem dan aturan prosedural
yang sangat rentan terhadap aroma kepentingan dari proses politik yang
berjalan di tanah air.

Memang banyak pemaknaan atas demokrasi, namun dalam
pengertian modern, demokrasi  ditekankan pada substansi kekuasaan
tertinggi adalah pada rakyat.

Demékrasi sebagai pilihan bentuk pemerintahan atau sistem
prosedural yang merupakan proses panjang dalam kesejarahannya. Konsep
tentang demokrasi merupakan pilihan dari sekian model dan bentuk suatu

pemerintahan. Jadi demokrasi bukan satu-satu konsep dan nilai ideal yang

2 Valina Singka Subekti, Zulkifli Hamid, Memastikan Arah Baru Demokrasi
Membangunkan Tidur Lelap Sukarno, Laboratorium Ilmu Politik, Fisip Ul dan Mizan, Bandung 2000.
hal 125
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ada, karena dalam prakteknya demokrasi yang di impikan itu merupakan
pengandaian nilai dari sebuah proses dimana masyarakat merasakan adanya
hegemoni dan ketidakadilan dari suatu sistem bernegara. Maka yang terjadi
adalah, upaya untuk melakukan perubahan sistem, prosedur dan norma
kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan melakukan berbagai upaya
sebagai pengeiawantahan dari substansi demokrasi, baik melalui tahapan
pergantian kepemimpindgn, mekanisme pengambilan kebijakan oleh
parlemen sebagai man:festasi kepentingan rakyat.

Menurut Aristoteles, ada enam bentuk skema pemerintahan yang
sangat populer. Ke-enamnya adalah bentuk konstitusi yang benar yakni,
monarki, aristokrasi, dan demokrasi moderat; dan tiga bentuk lainnya
merupakan yang tereduksi; yakni tirani, oligarki, dan demokrasi ekstrem
atau hukum rimba. Dalam kelompok pertama, aturan ditegakkan demi
kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir untuk kepentingan pribadi pemegang
kekuasaan, >

Demokrasi di asumsikan lahir dengan cita rasa nasionalisme, tapi
nasionalisme hanya berkembang sehat melajui suatu atmosfer politik yang
demokratis.”?

Walaﬁpun sejarah juga mencatat, bahwa nasionalisme pernah

berkembang tanpa demokrasi ketika abad ke-20 ketika kebangsaan Jerman

2 Henry J. Schmandt, Filsafat Politik, Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai
Zaman Modern, cct pertama, 2002. hai. 99

B Muh Ryias Rasyid, Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, menghadapi Tantangan
Globalisasi, Tbnu Yarsif Watampone, Jakarta, cetakan pertama, 1998. hal 14.
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di bawah kekuasaan Nazi. Demikian juga demokrasi pernah berjalan tanpa
nasionalisme seperti yang terjadi pada jaman Yunani Kuno.

Daﬁ sudut pandang kenegaraan, demokrasi berarti pemerintahan
yang terbatas. Ruang gerak dan kewenangannya dibatasi bukan saja oleh
konstitusi yang mengatur hal pembagian atau pemisahan kekuasaan dén
saling hubungan di antara cabang-cabang pemerintahan. Tetapi oleh
pemilihan umum yang menempatkan prinsip ksbebasan dan kesetaraan
sebagai nilainya yang utama. Pemerintahan demokratis juga di batasi oleh
hadirnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, pers yang
bebas dan bertanggung jawab, kesepakatan untuk menghormati hak-hak
asasi manusia yang mengharuskan setiap konflik di selesaikan secara damai.

Menurut John Keare dalam Democracy and Civil Society (1988)
sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, MA, mengatakan bahwa
demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun teman kental kekuasaan
negara. Demokrasi menghendaki pemerintahan untuk memerintah
masyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara
itu, tatanan yang lebih demokratis tidak dapat dibangun melalui kekuasaan
negara, ia juga tidak bisa di ciptakan tanpa kekuasaan negara.’* Demokrasi
hanya dapat dan datang dari bangsa yang berkebiasaan berpikir rasional,
yang emosi-emosinya wajar, lazimnya dikendalikan oleh otak. Suatu nasion

demokrasi adalah nasion dari bangsa yang cerdas.?’

™ Azyumardi Azra, MA. Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta dan Tantangan,
Rosda Ka:;ya, Bandung, 2000. hal 6

5 Y.B. Mangun Wijaya, Menuju Republik Indonesia Serikat, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1999. hal 179-180
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Sementara Samuel P. Huntington mendefinisikan demokrasi
berdasarkan pemilihan, merupakan definisi minimal. Bagi sebagian orang,
demokrasi memiliki atau seharusnya memiliki koaotasi yang jauh lebih luas
dan idealistis. Bagi mereka, “ demokrasi sejati” itu yang berarti /iberti,
agalite, fraternite, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap
kebijakan pemerintah, pemerintah yang bertanggung jawab, kejujuran dan
keterbukaan dalam percdturan politik, musyawarah yang rasional harus
didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan yang
setara, dan berbagai kebijakan warga negara lainnya.z(’

Selain itu, latar kesejaraban perjalanan demokrasi ini juga di
periodisasikan oleh Samuel P. Huntington sebagai berikut ; Gelombang
pertama, demokratisasi ada pada periode Revolusi Prancis dan Revolusi
Amerika, yakni perluasan hak untuk memilih, yang kini disebut kriteria
minimalis demokrasi (1828-1926). Di susul gelombang balik saat kekuasaan
Fasis dan Komunis bangkit untuk meruntuhkan rezim demokrasi yang korup
dan otoriter. Kemudian gelombang demokratisasi kedua (1943-1962)
muncul pada Perang Dunia II, yang bangkit karena pendudukan sekutu yang
mendorong terbentuknya pranata-pranata baru. Gelombang balik kedua
(1958-1975) vmuncul ketika terjadi kudeta yang di kerjakan oleh pihak

militer dan ini terjadi beberapa negara, diantaranya Amerika Latin dan

% Samue! P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Terj. Asril Marjohan. ( Jakarta:
Grafiti, 1997) cet, 2 hal, 8
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kawasan Asia. Disusul gelombang ketiga demokrasi (1974-) yang di tandai
dengan kian banyaknya negara yang memilih sistem politik demokrasi.?’
Secara umum, ada dua konsep yang mendominasi wawasan
demokrasi modern, yaitu konsep demokrasi Barat dan konsep demokrasi
Komunis. Konsep demokrasi Barat lebih menekankan pada elemen-elemen
prosedural bagi sebuah struktur demokratis. Sebaliknya konsep demokrasi
Komunis lebih menekankan pada hal-hal yang substantif. Perbedaan tersebut
menurut William Ebestein “ Democracy” dalam William D. Halsey &
Bernard Johnston ( eds) Collier’s Encyclopedia (New York: Macmillan
eduational Company, 1988), VIIL.75, sebagaimana di kutip oleh Umaruddin
Masdar dalam “Membaca Pemikiran Gus-Dur dan Amin Rais Tentang
Demokrasi”, dengan mengilustrasikan pada kasus pemaknaan “
demokratisasi” untuk Jerman Pasca Perang Dunia Kedua. Setelah berhasil
melumpuhkan kekuatan Jerman pada Perang Dunia II, Amerika Serikat,
Inggris, Prancis, dan Uni Soviet yang tergabung dalam kekuatan sekutu
menguasai  negeri itu.  Negara sekutu tersebut sepakat untuk
mendemokratisasi Jerman. Namun antara ketiga negara Barat dan Uni
Soviet tidak sepakat tentang apa makna dan implementasi dari gagasan
demokratisasi itu. Bagi Barat, demokratisasi berarti prinsip atau metode-
metode dasar serta proses dalam kehidupan publik Jerman, seperti pemilihan
umum yang bebas, kebebasan pers, persamaan di muka hukum, kebebasan

berbicara dan berserikat, serta kebebasan beroposisi.

*" Eko Prasetyo, Demokrasi Tidak Untuk Rakyat, Resist Book, Yogyakarta, cet 1 2005 hal
12
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Sedangkan menurut konsep Komunis, demokratisasi Jerman berarti,
menguatkan pemerintahan yang akan mewujudkan apa yang mereka klaim
sebagai “kepentingan terbaik” bagi masyarakat Jerman. Dalam kacamata
Komunis, kepentingan terbaik itu tidak ada lain adalah komunisme.

Menurut konsep Barat, rakyat adalah hakim terbaik bagi kepentingan
mereka sendiri. Karena itu, rakyat harus di beri kebebasan penuh untuk
mengekspresikan pandangan dan aspirasinya.28

John Locke, pemikir yang beraliran falsafat modern mengatakan
bahwa yang mendasari pemikiran demokrasi adalah empirisme rasional.
Asumsinya empirisme rasional adalah, semua pengetahuan manusia
merupakan derivasi dari pengalaman. Sebagai contoh, sistem multi partai
dalam negara demokrasi lahir dari asumsi bahwa negara partat oposisi dalam

banyak hal barangkali membawa kebenaran.”

Demokrasi dalam lintasan sejarah

Demokrasi dimulai di Yunani di sebuah lingkungan dimana filsafat
berkembang di sana sebagai ilmu, serta merupakan pusat kreativitas seni
terbesar dari segala zaman. 2500 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 508,
seorang yang bernama Chleisthenes mengadakan beberapa pembaharuan
dalam sistem pemerintahan Athena. Bentuk pemerintahan baru itu kemudian
di sebut “Democratia,” Pemerintahan (oleh) rakyat” sekarang dua puluh

lima abad kemudian, demokratia itu diakui sebagai “tolok ukur” tak

2 Umarudin Masdar, Membaca Pemikiran Gus-Dur dan Amin RaisTtentang Demokrasi,
Pustaka Pelajar, Cetakan kedua 1999, hal. 31-32.
? Ibid.



37

terbantahkan keabsahan politik bagi bangsa di dunia di sebagian besar bumi
ini.

Selain itu, tokoh-tokoh demokrasi Yunani Kuno adalah; Solon (638-
558 SM) tokoh pembuat hukum, Pericles, (490-429 SM) Jenderal negarawan
dan Demosthenes (385-322 SM) negarawan-orator. Masing-masing dengan
kemampuannya membela demokrasi sebagai suatu sistem politik yang
terbaik. Namun demikian kritik tajam terhadap teori demokrasi juga
bermunculan dari para pemikir. Antara lain Aristoteles dan Plato.*!

Plato sangat mendambakan Aristokrasi, yaitu suatu sistem
pemerintahan oleh sekelompok para cendekiawan guna kepentingan seluruh
rakyat.’> Sementara Aristoteles, mengatakan bahwa sistem pemerintahan
berdasarkan demokrasi dapat dengan mudah di pengaruhi oleh para
damagog (perusak) yang akhirnya merosot menjadi kediktatoran. Maka
Aristoteles menerimanya dalam format negara politea, yaitu demokrasi
dengan undang-undang dasar atau demokrasi yang bersiiat moderat. >

Plato yang mengusulkan adanya pemerintahan yang dikemudikan
oiech orang bijak. Kemudian Aristoteles yang juga murid Plato
mengembangkan pendapat Plato yang tetap memberikan ruang bagi
pendapat rakyat. Bahkan Aristoteles mengembangkan ide tentang demokrasi

ini dengan mengombinasikan pemerintahan yang stabil adalah pemerintahan

* Abdul Ghofur. M.Ag. Demokratisasi., hal. 21

*ibid. 22

32 Moh. Kusnardi, SH, dan Prof Dr. Binta R. Saragih, MA, Ilmu Negara, Iakarta: Gya
Media Pratama, 1995, hal. 152-154.°

% Khamami Zada dan Ida Muzayyad (ed) Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia,
Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 79
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yang terdapat elemen Monarki, Aristokrasi dan Demokrasi.** Aristoteles
mengindikasikan bahwa, bentuk pemerintahan yang baik adalah yang paling
kondusif bagi kebahagiaan hidup rakyatnya. la juga menegaskan bahwa
pembuat konstitusi harus melibatkan watak dan tradisi rakyat dan
lingkungan tempat mereka hidup. Konstitusi yang baik bagi kebanyakan
negara dan kehidupan yang terbaik bagi kebanyakan manusia, dengan tidak
menganggap standar kebijakan yang berada di atas manusia yang hebat, atau
pendidikan yang di hadiahkan oleh alam dan keadaan atau negara ideal yang
hanya merupakan aspirasi semata, namun dengan mempertimbangkan
kehidupan yang di situ mayoritas bisa berbagi dan bentuk pemerintahan
yang bisa di capai oleh negara pada umumnya.

Aristoteles menjelaskan, bahwa negara yang paling bisa
dipraktekkan adalah negara yang dia sebut “politity” atau pemerintahan
konstitustonal. Sebagai akibatnya, suatu demokrasi moderat yang di
dalamnya terdapat jabatan-jabatan penting terpenuhi dengan memilih orang-
orang terpercaya. Aristoteles mengolongkan bentuk pemerintahan ini
sebagai pengabungan oligarki dan demokrasi, meskipun acap kali ia
memberikan pandangan bahwa ia lebih dekat kepada bentuk aristokratik.>*

Dua puluh tiga abad setelah ekspcrimep demokrasi di Athena, dunia

menyaksikan berbagai sistem politik yang tidak ada kaitannya dengan

¥ Eko Prasetyo, Demokrasi., hal. 9
3 Henry J. Schmandt, Filsafar., hal. 110
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prinsip-prinsip demokrasi. Yang mendominasi panggung sejarah adalah
monakhi, kesultanan, dan negara-negara teokratik.*

Teori demokrasi juga berkembang pada masa Renaissance.
Tokohnya adalah Machiaveli yang menyusun karya berjudul “Discorsi”
(Politik Kerakyatan) dalam buku ini di lukiskan adanya tiga pola kekuasaan
yang mampu menjunjung kepentingan rakyat, yakni: Kerajaan (principato),
kedua, Dewan Perwakilan kalangan atas aristokrasi (ottimati), dan ketiga,
partisipasi masyarakat atau demokrasi (popolare). Secara spesifik
Machiaveli tidak membahas tentang demokrasi, akan tetapi Machiaveli
menginginkan ramuan dari berbagai bentuk pemerintahan yang kemudian
dinamai Republik. Pembentukan pandangan demokras: saat itu memang
berkaitan dengan bagaimana cara mempertahankan dan membatasi
kekuasaan. Dalam kaitan ini ada kebutuhan agar rakyat memiliki “wakil”
yang bisa melakukan kontrol, pembatasan sekaligus pendelegasian atas
kepentingan-kepentingannya.’’

John Locke merumuskan bahwa pemenntahan yang baik adalah
pemerintahan yang memiliki legislatif ( pembuat undang-undang) Yudikatif
( Pelaksana Undang-Undang dan hukum). Gagasan ini kemudian diperluas
oleh Montescjuie yang memisahkan tiga aspek kekuasaan, yakni kekuasaan

Legislatif, kekuasaan Yudikatif dan kekuasaan Eksekutif. Ajaran ini

3 Abdul Ghefur. M.Ag., Demokratisasi., hal 25
37 Eko Prasetyo, Demokrasi .. hal 10
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kemudian dinamai dengan sistem tria politica ini kemudian dijadikan kaidah
penerapan sistem politik modern.*

Sebagai konsep yang cukup populer di hampir seluruh negara di
dunia, demokrasi juga berkembang di Indonesia. Jika di runut historisitas
demokrasi Indonesia, Miriam Budihatjo sebagaimana dikutip oleh
Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, setidaknya membagi perkembangan
demokrasi Indonesia dalam tiga masa. Yaitu; (1) Masa Republik Indonesia I
(1945-1959), yakni, masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan
peranan parlemen dan partai-partai yang karena itu kemudian dinamakan
demokrasi parlemen.; (2) Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yakni
masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari
demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasan dan
menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat; (3) Masa Republik
Indonesia [II (1956-) yakni masa demokrasi Pancasila yang merupakan
demokrasi konstitusionil yang menonjolkan sistem presidensil.*’

Wacana dan praktek demokrasi di Indonesia, setidaknya memberikan
banyak pengalaman demokrasi yang cukup berharga. Beberapa tahapan
pemilu dilakukan sebagai langkah mencari format dan sistem kenegaraan
vang di idealkan. Beberapa tahapan pemilihan umum pernah dilakukan,
pertama pada tahun 1955 yang di ikuti oleh banyak partai politik (multi
partai) yang hasilnya pemililhan DPR dan Badan konstituante, dalam

perkembangannya, Pemilu 1971 juga dilakukan sebagaimana amanat Sidang

38 .
Ibid
* Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis, Dinamika Studi Islam di Indonesia,
Galang Press, Yogyakarta, cet 1 2002, hal 148
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Istimewa MPR tahun 1967, sementara pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992,
1997, Pemilu di ikuti hanya dengan tiga partai politik yaitu PPP, PDI,
Golkar. Namun pada Pemilu 1999 dilakukan dengan multi partai
sebagaimana Pemilu tahun 1955 yang merupakan pemilu pasca rezim Orde
Baru, dan ketika Pemilu 2004 mulai ada perubahan sistem pemilu langsung,
dengan pemilihan DPR, DPD dan Presiden dan wakil secara langsung.
Bahkan berkembang padd level paling bawah yaitu pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati secara langsung.

Bentuk dari demokrasi langsung adalah demokrasi yang dilakukan di
Athena, Yunani Kuno, tetapi implementasi dalam negara modern dengan
jutaan warga negara demokrasi langsung sangat sulit untuk dilaksanakan.
Karena itu, pada abad ke-18 para ilmuwan yang menginginkan kembalinya
sistem demokrasi mulai memikirkan metode paling praktis, diantaranya
dengan menawarkan pembagian kekuasaan kepada para wakil rakyat. Di
sintlah sebenarnya terjadi banyak reduksi, terutama jika kepentingan sang
wakil secara individu maupun kelembagaan berseberangan dengan
kepentingan rakyat yang diwakilinya.'® Dalam beberapa sistem, seperti yang
dianut negara Swiss, rakyat memiliki hak veto atas keputusan yang diambil
wakilnya.

Swiss adalah satu-satunya negara yang menerapkan sistem
demokrasi hampir menyerupai aslinya. Swiss memiliki struktur wilayah

administrasi kekuasaan yang terbagi menjadi tiga level, vyaitu;, tingkat

0 Rafi'udin M Tamar, Antara Demokrasi Langsung dan Perwakilan; Mencari Ruang
Permusyawaratan Rakyat, Swara Warga, Edisi X11/Tahun. 2005
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nastonal, kanton ( daerah), dan desa. Selain di tingkat nasional, sebagian
besar kanton dan komunitas juga memiliki parlemen, di dalam parlemen
rakyat terlibat secara legal dalam perubahan korstitusi maupun perubahan
undang-undang. Melalui pengumpulan tanda tangan dalam jumlah tertentu
rakyat berhak mengusulkan perubahan konstitusi yang harus di bicarakan
dan diambil keputusannya dalam parlemen.

Sementara implementasi demokrasi perwakilan dalam beberapa hal
akan dapat mempermudah proses pengambilan kebijakan, sementara pada
aspek kelemahannya akan dapat dengan mudah terjadinya tawar menawar
dan jual beli yang mengabaikan sama sekali kepentingan jutaan rakyat.

Di Indonesia, ruang keterlibatan masyarakat secara langsung dalam
pengambilan kebijakan memang belum seluas yang ada di Swiss, akan tetapi
peluang untuk itu mulai terbuka. Beberapa hal antara lain adanya kebijakan
otonomi daerah dengan mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung, muncul beberapa peraturan daerah (Perda) partisipasi yang
memberikan payung hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengambilan kebijakan publik.

Definisi terhadap makna demokrasi memang sangat beragam.
Menurut Sutoro Eko,"' demokrasi adalah cara atau seni “Pergaulan Hidup”
untuk mencapai kebaitkan bersama. Prinsip dasar demokrasi adalah,

mendengarkan dan menghargai orang lain.

*! Sutoro Eko, Ketua STPMD “APMD” dan Direktur Eksekutif Institute for Research and
Empowrrment (IRE) Yogyakarta. Selengkapnya baca Swara Warga Edisi X({I/I/Th. 2005 hal 7
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Sebagai seni pergaulan hidup, demokrasi dapat diwujudkan dalam
level prosedurat dan level kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait
dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan
artikulasi kepentingan masyarakat. Sedangkan demokrasi pada level kultural
terkait dengan budaya atau tata krama (fatsoen) pergaulan hidup sehari-hari
dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran,
terbuka, egaliterian, bertdnggung jawab, mutual trust, kepedulian warga,
kompetensi politik dan seterusnya.

Lebih lanjut, Sutoro Eko menegaskan bahwa, demokrasi prosedural
banyak di pengaruhi oleh dua tradisi pemikiran. Demokrasi liberal dan
demokrasi komunitarian.

Demokrasi prosedural diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting:
kontestasi, liberalisasi dan partisipasi. Secara prosedural kompetisi,
liberalisasi dan partisipasi di lembagakan dalam pemilihan dan lembaga
perwakilan. Setiap individu bebas berkompetensi memperebutkan jabatan-
jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif melalui proses pemilihan.
Prinsip one man one vote dalam prinsip liberal ini sangat di pegang teguh.

Sementara demokrasi komunitarian lahir sebagai kritik atas
demokrasi liberal. Karena demokrasi liberal ini di nilai menjadi hegemoni
universal yang melakukan penyeragaman praktek demokrasi liberal di
seluruh dunia. Di manapun demokrasi akan dimaknai sebagai kebebasan
individu , pemilihan secara bebas, dan partisipasi. Jarang sekali orang

berargumen bahwa demokrasi adalah metode untuk mencapai kebersamaan
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secara kolektif. Dua penganut pemikiran ini, Barbar (1983) dan Walzer
(1984)" menyatakan bahwa individualisme liberal cenderung merusak
kewarganegaraan dan menafikan civic virtue. Artinya, semangat
individualisme liberal tidak mampu memberikan landasan yang kokoh bagi
kebebasan dan kesetaraan bagi warga dalam bingkai demokrasi komunitas.
Pandangan ini memang menekankan pada otonomi individu seperti kaum
liberal, namun yang di tonjolkan bukan kebebasan individu tetapi
penghargaan pada otonomi individu serta pemberian kesempatan kepada
setiap individu untuk memaksimalkan aktualisasi diri dalam ikatan kolektit.

Kedua teori di atas, sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan
yang berbeda, demokrasi liberal mereduksi pemaknaan demokrasi hanya
sebatas pada pemilihan pemimpin dan lembaga perwakilan, yang di yakini
sebagai wadah partisipasi publik. Format demokrasi perwakilan di desain
secara formal melalui peraturan, yang akan menimbulkan apa yang di sebut
Robert Michel sebagai oligarki elite. Segelintir elit yang mengendalikan
pemerintahan dan pembuatan keputusan itu umumnya bersifat konservatif
dan punya kepentingan sendiri yang tercerabut dari konstituennya, tetapi
mereka selalu mengklaim mewakili rakyat banyak.

Sementara model demokrasi deliberatif merupakan bentuk ekstrem
demokrasi prosedural yang di jiwai oleh tradisi komunitarian. Demokrast
deliberatif menekankan pada pengambilan keputusan dilakukan dengan

partisipasi aktif warga secara langsung, tanpa menggunakan mekanisme

2 Ibid hal 8
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voting atau perwakilan, melainkan melalui dialog dan musyawarah. Model
demokrasi seperti ini dapat menghindarkan terjadinya oligarki elite dalam
pengambilan keputusan. Demokrasi deliberatif juga menghindari kompetisi
individual memperebutkan posisi pemimpin dalam proses pemilihan (voting)
langsung, sehingga akan mengurangi praktek-praktek teror, kekerasan,

money politics dan KKN.

Demokrasi dalam Islam

Demokrasi adalah sebagai suatu kenyztaan situasi politik abad Ke-
20, karena hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat demokratis dan
mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi ini. Argumentasi yang di bangun
sangat masuk akal dan banyak memberikan harapan yang luar biasa bagi
sebagian besar warga masyarakat karena dalam demokrasi terdapat beberapa
ruang mutlak yang bebas sebagai panggung rakyat untuk menentukan segala
sesuatu terhadap baik-buruknya suatu negara. Maka demokrasi sangat ideal
bagi pembentukan situasi yang damai, yang menjamin terhadap setiap hak —
hak masyarakat.

Maka jelaslah bahwa demokrasi sebagai konsep yang universal yang
dapat di terima oleh semua kalangan termasuk Islam. Banyak teori politik
Islam yang secara eksplisit menuliskan atau bertindak dalam rangka

mendukung terhadap gerakan untuk demokrasi ini. Perhatikan saja konsep
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Abdul A’la Al-Maududi dan Imam Khumaini, seorang politisi Iran yang
sangat di kenal dengan “ Theo Demokrasi Islam ™"

Demokrasi memang di kenal sebagai konsep modern, bahkan banyak
pihak yang mengakui bahwa demokrasi sebagai ciri dan identitas karakter
yang khas terutama di abad ke —20 ini. Namun karena adanya proses evolusi
yang terjadi dalam perjalanan praktek demokrasi ini, sebagaimana yang
terjadi di Eropa Barat dafi Amerika Utara, maka pemahaman ini pun tidak
lepas bahwa gagasan demokrasi yang berkembang saat ini adalah gagasan
demoktasi Barat.

Akan tetapi, penting kiranya melakukan klarifikasi atas hal itu,
karena tidak serta merta demokrasi yang di bangun dan di upayakan di Barat
itu tidak Islami.

Ada beberapa persamaan antara konsep dan prinsip nilai demokrasi
dengan konsep Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Masdar Farid Mas’udi,
Jika sebuah gagasan yang mendasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan
dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan
urusan publik, maka hal itu sejalan dengan Islam. Ajaran Islam yang
menekankan pada hak-hak dasar yang harus di usahakan sepenuhnya baik
oleh diri seﬁdin' maupun oleh orang lain, masyarakat atau negara yang
meliputi  hifdz al-nafsi, hak hidup, hifdz al-din, hak beragama atau

berkeyakinan, hifdz al-aqli, hak untuk berfikir, hifdz al-mal, hak milik

* Rene Klaff, Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Pemerintahan Yarg Baik, dalam Ulil Abshar
Abdalla (ed), Islam dan Demokrasi, Demokrast dalam Masyarakat Islam, Kerjasama FNS Indonesia,
dan Pusat Studi Islam Paramadina, Jakarta, cet 1 2002. hal. 110
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individu, hifdz al-irdh, hak mempertahankan nama baik, dan hifdz al-nasi
dan untuk memiliki dan melindungi keturunan.*

Pasca perang dunia ke II, wacana tentang demokrasi sangat
mendominasi wacana kenegaraan di seluruh dunia. Bahkan ekspansi
Amerika Serikat terhadap kekuasaan Sadam Husein salah satunya juga
menggunakan isu tentang demokrasi sebagai tawaran terbaik bagi
masyarakat Irak pasca kepemimpinan Sadam Husain. Demikian juga
Indonesia, karena oleh banyak kalangan menilai sistem demokrasi di tanah
air tidak dapat melepaskan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan.,

Konsep demokrasi merupakan kreasi manusia yang di dalamnya
terdapat tawar menawar gagasan dan kerangka ideal tentang konsep tersebut.
Tidak ada yang absolut dalam konsep demokrasi. Sementara konsep Islam
adalah konsep yang absolut yang merupakan penciptaan Tuhan. Tidak ada
campur tangan wahyu dan Tuhan dalam persoalan demokrasi ini. Konsep
demokrasi tidak diterima sebagaimana adanya. Karena dalam perumusan
demokrasi, agama tidak dilibatkan sama sekali. Dengan begitu maka
demokrasi adalah sekuler. Namun demikian konsep demokrasi ini juga
mempengaruhi terhadap dunia Islam.

Menurut William Liddle dan saiful Mujani dalam “ Islam, kultur
Politik, dan Demokratisasi, Demokrasi dan HAM, vol 1. No. 1 (2000) 133-5.
sebagaimana dikutip oleh Kamarruzaman Bustaman-Ahmad, membagi ke

dalam tiga kelompok pemikiran.

* Masdar Farid Mas udi, Islam dan Demokrasi di Indonesia,. Dalam Taswirul Afkar, edisi
no 3 tahu 1998, hal 11
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Pertama, Islam dan Demokrasi adalah dua sistem politik yang
berbeda. Islam tidak bisa di subordinasikan ke dalam demokrasi . Islam
merupakan sistem politik yang self-suffient. Islam dan demokrasi bersifat
mutually exclusive ¥

Kedua,Islam berbeda dengan demokrasi, kalau demokrasi di
definisikan secara prosedural seperti dipahami dan di praktikkan di negara-
negara demokrasi maju (seperti As dan negara-negara Eropa Barat). Tapi,
Islam merupakan sistem polittk demokratis kalau demokrasi di definisikan
secara substantif, yakni kedaulatan di tangan rakyat, dan negara merupakan
terjemahan dari kedaulatan rakyat ini.

Ketiga, 1slam adalah sistem nilai yang membenarkan dan
mendukung sistem politik demokratis seperti yang dipraktekkan di negara-
negara maju. *®

Dalam Islam ada sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan
yang setidaknya nilai-nilai yang ada dalam Islam itu dalam beberapa hal ada
kesamaan dengan apa yang ada dalam substansi demokrasi.

Sementara itu, Kuntowijoyo, menawarkan enam kaidah-kaidah
demokrasi. Yaitu: (1) fa'Gruf (Saling Mengenal); (2) syiira Perdebatan Islam
dan demokrasi juga memunculkan perdebat (musyawarah); (3) fa'awun
(Kerjasama); (4)maslahah (menguntungkan masyarakat); (5) ‘ad! (adil) dan

(5) taghyir (perubahan 47

4 ¥ amaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis., 143
“Ibid hal 144
*7 ibid. hal 145
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Terlepas dari kontroversi tentang Islam dan demokrasi, ada pertautan
antara konsepsi Islam tentang tatanan sosial dan pemerintahan dengan
konsepsi demokrasi modern. Pecrsoalan utama yang seringkali mencari
perdebatan adalah sistem dan bentuk pemerintahan.

Dalam Islam mengenal adanya konsep tentang al-Dien dan al-
Daulah adalah terletak pada bagaimana tatanan sosial itu dibentuk menurut
kesepakatan bersama komunitas-komunitas masyarakat delam satu unit
sosial. Karena sejarah membuktikan, tidak ada konsep tentang negara yang
jelas semasa Nabi SAW. Demikian juga pada masa pemerintahan
Khulafauro’syidin  yang menggantikan kepemimpinan Nabi, maupun
pemerintahan pasca Khulafduro ‘syidin.

Selain itu bagaimana konsep al-Dien dan al-Dualah imi menjadi
salah satu faktor penting dalam cita-cita ideal tentang pembentukan negara
yang demokratis. Apakah kedua konsep ini bisa dijadikan dua keping mata
uang yang sama-sama bernilai dalam konteks pembentukan cita-cita ideal
tentang masyarakat dan pemerintahan,

Islam, yang di yakini kebenarannya oleh mayoritas masyarakat
Indonesia, sebagai agama yang membawa berbagai pengalaman sejarah
dalam rangka pembentukan budaya masyarakat Arab. Arab sebagai wilayah
yang banyak mengalami percampuran budaya baik budaya pra Islam, Islam
dan pasca Islam. Bahkan sekarang ini masih mengikuti sistem monarki
konstitusi dalam bentuk kerajaan. Maka konsep Islam tentang a/-Dien dan

al-Daulah, tidak akan lepas dari fenomena sejarah yang berkembang di
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masa awal pembentukan sistem pemerintahan Islam. Di sinilah munculnya
persinggungan a/-Dien al-Daulah.

Beberapa pandangan berpendapat, bahwa, Islam yang di yakini
sebagai sistem keyakinan yang sifatnya sangat tertutup dan berlaku bagi
umat Islam saja. Tidak berlaku bagi umat yang tidak mengakui Islam
sebagai keyakinan mereka. Sementara di wilayah yang berbeda justru
menganggap Islam sebagai sistem sosial. Sebagaimana yang terjadi di
Madinah.

Konsep Islam tentang a/-Dien dan a/-Daulah ini muncul pada abad
ke XX bersamaan dengan ketegangan antara praktek pemikiran politik Islam
dan negara di wilayah-wilayah yang beragama Islam. Arab Saudi 